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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS TAMBANG PADA RUAS JALAN

ca.

DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf
b dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, serta untuk menjamin keselamatan,
keamanan, ketertiban serta kelancaran jalan, perlu adanya
ketentuan mengenai pembatasan waktu operasional kendaraan
angkutan barang khusus tambang pada ruas jalan di wilayah
Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam
pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang
khusus tambang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120
Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional
Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas
Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang...



-0

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturan...
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. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor
834);

17. Peraturan...
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor
2);

19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang

Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang
Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BOGOR NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG KHUSUS TAMBANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 120
Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan
Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah
Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021
Nomor 120) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus
tambang pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul
05.00 WIB.

(2) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberlakukan pada ruas jalan di Daerah sesuai
kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

(3) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk semua kendaraan angkutan barang
khusus tambang, meliputi:

a. tanah;

b. pasir;

c. batu; atau

d. gamping/batu kapur.

(4) Kendaraan angkutan barang  khusus tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai spesifikasi dan
dimensi kendaraaan bermotor berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Kendaraan...
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(5) Kendaraan angkutan barang  khusus tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
a. menjaga kebersihan jalan yang dilalui;
b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,
daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.

. Ketentuan Bab IV diubah, sehingga Bab IV berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV
PERLENGKAPAN JALAN

. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang khusus tambang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dinyatakan dengan perlengkapan jalan yang
bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.

(2) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
sesuai dengan kewenangannya.

. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Dinas Perhubungan bersama organisasi bidang transportasi
di Daerah wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati
ini.

. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PERAN SERTA MASYARAKAT

. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan
terhadap Peraturan Bupati ini.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berbentuk:
a. pengawasan;
b. pemberian saran, pendapat, wusul, keberatan,
pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 November 2023
BUPATI BOGOR,

ttd.
IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KERBALA BAGIAN

PEF ANG-UEEANGAN,
/

ADI MULYADI



